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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Di era globalisasi saat ini persaingan hidup semakin meningkat, 

terutama di dalam dunia kerja. Setiap orang dituntut untuk memiliki 

keahlian, keterampilan serta kemampuan yang lebih dari orang lain agar 

mampu memenangkan persaingan dalam mendapatkan suatu pekerjaan. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran 

terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari lulusan 

universitas di Indonesia pada bulan Februari 2014 sebesar 398.298 orang 

dan pada bulan Agustus 2014 sebesar 495.143 orang. Sementara itu pada 

bulan Februari 2015 sebesar 565.402 orang, pada bulan Agustus 2015 

sebesar 653.586 orang dan pada bulan Februari 2016 sebesar 695.304 orang. 

Berdasarkan data dari BPS tersebut dapat dilihat bahwa jumlah 

pengangguran terbuka di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami 

kenaikan. Hal ini dikarenakan kurangnya keahlian, keterampilan, dan 

kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh para pencari kerja tersebut. 

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

ada di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mencetak SDM yang 

berkualitas serta mampu bersaing secara global. Dalam menghasilkan SDM 

yang berkualitas ini, UNJ membekali mahasiswanya dengan pengetahuan 

maupun pengalaman baik yang diperoleh dari dalam kampus maupun dari 
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luar kampus. Pengetahuan dan pengalaman dari dalam kampus dapat 

diperoleh mahasiswa melalui materi-materi perkuliahan yang diajarkan oleh 

tenaga-tenaga pengajar profesional dan pengalaman berorganisasi yang 

dimiliki oleh universitas. Sedangkan pengetahuan dan pengalaman dari luar 

kampus dapat diperoleh mahasiswa melalui kuliah atau praktik kerja 

lapangan. 

Praktik kerja lapangan merupakan suatu kegiatan yang memberikan 

pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa agar dapat 

meningkatkan pemahaman atas ilmu yang telah didapat dibangku 

perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya 

praktik kerja lapangan diharapkan dapat melatih mahasiswa agar mampu 

menghadapi situasi kerja yang sesungguhnya serta mampu bersikap 

terampil, disiplin, tekun, jujur, dan memiliki etos kerja yang tinggi terhadap 

pekerjaan yang sedang dihadapi.  

Praktikan sebagai salah seorang mahasiswa Program Studi S1 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta diharuskan untuk melakukan praktik 

kerja lapangan di bidang yang sesuai ilmu yang dipelajarinya yaitu 

Akuntansi. Oleh karena itu praktikan mengajukan permohonan praktik kerja 

lapangan di Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan 

maksud agar praktikan dapat lebih mempelajari tentang penerapan akuntansi 

pemerintahan di instansi pemerintah yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 
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Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan 

kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. 

Program PKL ini dilakukan selama dua bulan. Pelaksanaan PKL ini 

dimungkinkan untuk diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara 

praktikan dengan instansi terkait sejauh tidak mengganggu kegiatan 

akademik praktikan. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud PKL 

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai persyaratan 

untuk kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

b. Mengaplikasikan teori/ilmu yang praktikan dapatkan selama 

perkuliahan ke dalam dunia kerja.  

c. Melatih praktikan untuk memiliki sikap disiplin terhadap waktu, rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan kemampuan bersosialisasi 

serta bekerja sama dengan baik di lingkungan dunia kerja. 

2. Tujuan PKL 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan pengalaman atas penerapan ilmu akuntansi yang sesuai 

dengan teori yang telah diperoleh praktikan dibangku perkuliahan. 
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b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

mahasiswa baik mengenai bidang akuntansi maupun bidang lainnya. 

c. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi di dunia kerja dan mencari solusinya. 

 

C. Kegunaan PKL 

Kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Praktikan 

Adapun kegunaan PKL bagi praktikan adalah: 

a. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan pada 

kondisi nyata yang ada di dunia kerja. 

b. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

praktikan agar menjadi tenaga kerja yang handal dalam bidangnya, 

yaitu bidang Akuntansi.  

c. Melatih sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

diberikan. 

d. Mengembangkan cara berfikir dalam menghadapi masalah yang 

terjadi di dunia kerja serta mencari solusi terbaik untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Adapun kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ adalah: 
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a. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

kepada pihak luar di tengah dunia kerja yang semakin berkembang 

dan bersaing. Dengan dikenalnya Fakultas Ekonomi oleh 

perusahaan atau instansi diharapkan pihak luar mengetahui kualitas 

SDM yang dimiliki oleh para mahasiswa FE UNJ. Selain itu, 

diharapkan dengan semakin dikenalnya FE UNJ kesadaran dan 

keinginan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dirinya guna 

mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja semakin 

meningkat. 

b. Menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan antara Fakultas 

Ekonomi UNJ dengan perusahaan atau instasi terkait. Dengan 

terjalinnya hubungan baik dan saling menguntungkan ini, Fakultas 

Ekonomi UNJ dapat menyalurkan mahasiswa PKL maupun 

lulusannya untuk bekerja pada perusahaan ataupun instansi 

tersebut. Selain itu, hubungan baik dan saling menguntungkan 

dengan perusahaan atau instansi lain dapat menjadi sumber 

informasi bagi FE UNJ, khususnya Program Studi S1 Akuntansi 

dalam memperbaharui kurikulumnya sesuai dengan perkembangan 

pasar tenaga kerja. 

 

3. Bagi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Adapun kegunaan PKL bagi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah: 
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a. Mendapat bantuan tenaga kerja untuk membantu menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaaan tanpa harus membuka rekrutmen baru. 

b. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik 

antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Universitas Negeri 

Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi. Dengan 

kerjasama ini diharapkan nantinya lulusan FE UNJ dapat menjadi 

tenaga kerja di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Instansi 

Pemerintah, yaitu: 

Nama Instansi :  Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Alamat Instansi :  Jalan H.R Rasuna Said No.2 Kuningan Timur, 

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos 12950. 

Nomor Telepon :  (021) 5254128 

Website :  http://www.kejati-dki.go.id/ 

Bagian :  Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan Kejati 

DKI   Jakarta.  

Alasan praktikan memilih instansi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

sebagai tempat untuk melaksanakan PKL adalah karena praktikan ingin 

mempelajari secara langsung tentang penerapan akuntansi pemerintahan 

dalam penyelesaian tugasnya di instansi pemerintah yaitu Kejaksaan Tinggi 

DKI Jakarta. 

 

http://www.kejati-dki.go.id/


7 
 

 
 

E. Jadwal Waktu PKL 

Jadwal waktu pelaksanaan PKL terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Rangkaian tahapan 

tersebut antara lain:  

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, praktikan mengurus surat permohonan PKL 

di Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UNJ 

yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah surat 

permohonan PKL selesai dibuat, praktikan kemudian menyerahkan 

surat tersebut ke Bagian Persuratan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang 

nantinya oleh Bagian Persuratan akan diserahkan ke Sub Bagian 

Keuangan. Setelah surat permohonan PKL tersebut sudah disampaikan 

ke Sub Bagian Keuangan, staf di Sub Bagian Keuangan menghubungi 

praktikan untuk datang ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk 

memberitahu bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan PKL di 

Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Sub Bagian 

Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Juni hingga 

13 Agustus 2016 dengan ketentuan waktu kerja yang sama dengan 

pegawai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tabel I.1 merupakan jadwal 

kerja PKL yang praktikan laksanakan. 
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Tabel I.1 

Jadwal Kerja PKL 

 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat Keterangan 

Senin-Kamis 

Jumat 

08.00-15.00 

08.00-15.30 

12.00-13.00 

11.30-13.00 
Selama Bulan Ramadhan 

Senin-Kamis 

Jumat 

07.30-16.00 

07.30-16.30 

12.00-13.00 

11.30-13.00 
Hari Biasa 

 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah menjalani kegiatan PKL selama dua bulan, praktikan 

diwajibkan untuk membuat laporan mengenai kegiatan PKL yang sudah 

dilaksanakan. Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk lulus 

dalam mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, dan juga merupakan salah 

satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Praktikan mulai menyusun laporan PKL setelah berakhirnya masa 

PKL di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu dimulai pada bulan 

September 2016. Laporan PKL ini berisi tentang kegiatan praktikan 

selama masa PKL di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta data-data yang 

dibutuhkan dalam menyusun laporan PKL diperoleh langsung dari Sub 

Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA 

A. Sejarah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan lembaga kejaksaan yang 

berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan menangani kasus hukum di 

wilayah DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan 

Tinggi yang bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang 

kejaksaan di daerah hukumnya. 

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada 

zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur yaitu pada masa Kerajaan 

Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu 

pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari 

bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansakerta. 

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa 

adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu 

Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim 

yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang 

pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim 

tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Sementara itu 

dharmadhyaksa mempunyai tiga arti yaitu: (a) Pengawas tertinggi dari 

kerajaan suci, (b) Pengawasan tertinggi dalam hal urusan kepercayaan, dan 

(c) Ketua pengadilan. 
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Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi 

difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman 

pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu 

Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu 

berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin 

(Pengadilan Agung), Koootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo 

Hooin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa 

kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: 

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran. 

2. Menuntut perkara. 

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. 

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. 

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam 

Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh PP No. 2 Tahun 1945. Isinya 

mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk 

badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih 

langsung berlaku. Karena itulah secara yuridis formal Kejaksaan RI telah 

ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dalam rapat PPKI 

diputuskan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik 

Indonesia berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. 
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Pada tanggal 22 Juli 1960, kabinet dalam rapatnya memutuskan bahwa 

kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam 

surat Keputusan Presiden RI tertanggal 1 Agustus 1960 No.204/1960 yang 

berlaku sejak 22 Juli 1960. RUU ini kemudian disahkan pemerintah pada 

tanggal 30 Juni 1961 dan dinamai UU Nomor 15 tahun 1961. UU ini 

memuat Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan atau Undang-undang Pokok 

Kejaksaan (UUPK). Hal itulah yang melatarbelakangi penetapan 22 Juli 

sebagai hari Kejaksaan dengan surat Keputusan Menteri/JA No. Org/A-51/1 

tanggal 2 Januari 1961. Dengan demikian tanggal 22 Juli ini merupakan 

pancangan tonggak sejarah yang mempunyai nilai penting bagi Kejaksaan, 

sebab bukan hanya secara formal dan material saja Kejaksaan menjadi 

departemen tersendiri, tetapi lebih jauh dari pada itu mempunyai dasar yang 

bernilai spiritual. 

 

B. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

1. Visi 

Adapun visi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah menjadi 

lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam 

mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan 

bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai 

kepatutan. 
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2. Misi 

Adapun misi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah: 

a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan 

tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 

penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara 

Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan 

Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan 

bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure 

(SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. 

b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang 

lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. 

c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan 

penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta 

penghargaan terhadap hak-hak publik. 

d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur 

organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen 

terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera 

diakses oleh masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan pegawai 

melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan 

dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

optimal. 
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e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, 

bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya 

penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang 

terkait. 

 

C. Prestasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Prestasi yang pernah diraih oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu 

pada tahun 2008 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meraih peringkat I dalam 

hal penanganan kasus dugaan korupsi dibawah kepemimpinan Kepala 

Kejaksaan Tinggi Andi Nirwanto, Juara II lomba kebersihan kantor dalam 

rangka Hari Adyaksa pada tahun 2014, dan Juara I lomba kebersihan dan 

lingkungan kantor antar unit kerja antara Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2007. 

 

D. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan instansi pemerintah yang 

dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gambar II.1 

merupakan gambar struktur organisasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

Sedangkan Gambar II.2 merupakan struktur organisasi Asisten Bidang 

Pembinaan dan Gambar II.3 merupakan struktur organisasi Sub Bagian 

Keuangan. 
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Gambar II.1 

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kejati DKI Jakarta, Tahun 2016. 

 

 

Gambar II.2 

Struktur Organisasi Asisten Bidang Pembinaan 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kejati DKI Jakarta, Tahun 2016 
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Gambar II.3 

Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan Kejati DKI Jakarta 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kejati DKI Jakarta, Tahun 2016. 

 

Berikut ini akan dijelaskan tugas dari masing-masing unit kerja di 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Tugas dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah (1) 

melakukan penuntutan; (2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (4) 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang- undang; dan (5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk 

itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik. 

KEPALA SUB BAGIAN 
KEUANGAN

KEPALA URUSAN 
PENDAPATAN NEGARA 

DAN BARANG 
RAMPASAN

STAF URUSAN 
PENDAPATAN NEGARA 

DAN BARANG 
RAMPASAN

KEPALA URUSAN 
AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN

STAF URUSAN 
AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN

KEPALA URUSAN 
PERBENDAHARAAN

STAF URUSAN 
PERBENDAHARAAN
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2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Tugas dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah (1) 

membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan 

mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-

tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil 

guna; (2) membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala 

Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya; (3) 

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan 

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan 

Tinggi; dan (4) bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan 

statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi 

informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. 

3. Asisten Bidang Pembinaan 

Tugas dari Asisten Bidang Pembinaan adalah (1) melaksanakan 

pembinaan atas manajemen; (2) perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan prasarana dan sarana; (3) pengelolaan data dan statistik 

kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi; dan 

(4) memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi 

seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi bersangkutan 

dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.  
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Asisten Bidang Pembinaan membawahi empat Sub Bagian, yaitu: 

a. Sub Bagian Kepegawaian 

Tugas dari Sub Bagian Kepegawaian adalah (1) memproses 

usul kenaikan pangkat; (2) memproses usul kenaikan gaji berkala; 

(3) memproses usul pensiun pegawai; (4) memproses usul promosi 

jabatan; (5) memproses usul cuti pegawai; dan (6) melakukan 

kegiatan pembinaan kerohanian.  

b. Sub Bagian Keuangan 

Tugas dari Sub Bagian Keuangan adalah (1) melakukan 

penatausahaan atau pembukuan barang rampasan; (2) melakukan 

pengamanan administrasi barang rampasan; (3) membuat laporan 

keuangan baik untuk tingkat satker maupun tingkat wilayah; (4) 

melakukan penatausahaan atau pembukuan PNBP; (5) membuat 

pengajuan SPM untuk pencairan anggaran; (6) membuat daftar 

rincian pengajuan anggaran; dan (7) membuat laporan 

pertanggungjawaban bendahara. 

c. Sub Bagian Umum 

Tugas dari Sub Bagian Umum adalah (1) melakukan 

pengurusan, pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana 

kebersihan lingkungan kantor; (2) melakukan penyiapan bahan 

untuk pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan 

administrasi; (3) melakukan penataan arsip, penyimpanan, 

penyajian serta pengusulan penghapusan arsip; dan (4) melakukan 
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penyiapan prasarana dan sarana untuk kegiatan dan acara di 

lingkungan kantor. 

d. Sub Bagian Daskrimti dan Perpustakaan 

Tugas dari Sub Bagian Daskrimti dan Perpustakaan adalah 

(1) menyiapkan rencana program kerja tentang perpustakaan dan 

dokumentasi hukum; (2) menyiapkan dan mengetik surat keluar 

tentang perpustakaan dan dokumentasi hukum; dan (3) mengolah 

dan mendokumentasikan surat masuk tentang perpustakaan dan 

dokumentasi hukum. 

4. Asisten Bidang Intelijen 

Tugas dari Asisten Bidang Intelijen adalah (1) melakukan kegiatan 

intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan 

pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik 

preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, 

keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; (2) melaksanakan 

cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut 

menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan 

penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di 

daerah hukumnya; (3) memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi 

keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan; dan (4) melakukan 

kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum 

masyarakat di daerah hukumnya.  
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5. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum 

Tugas dari Asisten Bidang Tindak Pidana Umum adalah 

melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan 

hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. 

6. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus 

Tugas dari Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus adalah 

melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, 

pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, 

eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana 

khusus. 

7. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Tugas dari Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah 

melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan, 

dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. 

8. Asisten Bidang Pengawasan 

Tugas dari Asisten Bidang Pengawasan adalah melaksanakan 

perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua 
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unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri 

maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi 

yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan 

tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Kegiatan Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Kegiatan umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diatur dalam Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia.  Adapun kegiatan umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

adalah: 

1. Bidang Pidana 

Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan penuntutan. 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan   keputusan bersyarat. 

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang. 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum  dilimpahkan ke pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
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2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah. 

3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum 

Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 

f. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

g. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 

h. Pengamanan peredaran barang cetakan. 

i. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara. 

j. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 

k. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

       Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi 

DKI Jakarta, praktikan ditempatkan di Sub Bagian Keuangan. Pada Sub 

Bagian Keuangan, praktikan ditugaskan untuk membantu pekerjaan dari 

unit kerja Urusan Akuntansi dan Pelaporan serta Urusan Perbendaharaan. 

Pada awal kegiatan PKL, praktikan diperkenalkan terlebih dahulu pada 

lingkungan di Sub Bagian Keuangan oleh Bapak Sugino selaku Kepala Sub 

Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, praktikan juga 

diberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh 

praktikan selama melaksanakan PKL.  

Bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan PKL 

di Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah: 

1. Memasukkan data Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) ke dalam aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi 

Instansi Berbasis Akrual). 

2. Memasukkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke dalam 

aplikasi SAIBA. 

3. Menulis Surat Setoran Pajak (SSP).  

4. Memasukkan data-data pajak yang telah dibayarkan ke dalam aplikasi 

Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara. 
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5. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) di aplikasi SAS (Sistem 

Aplikasi Satker). 

6. Memasukkan pungut pajak laporan pertanggungjawaban di aplikasi 

SAS (Sistem Aplikasi Satker). 

7. Memasukkan setor pajak laporan pertanggungjawaban di aplikasi SAS 

(Sistem Aplikasi Satker). 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Pada awal kegiatan PKL, praktikan diberikan penjelasan terlebih dahulu 

oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Urusan Akuntansi dan 

Pelaporan mengenai cara memasukkan data SPM (Surat Perintah 

Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke dalam aplikasi 

SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), memasukkan data 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke dalam aplikasi SAIBA, serta 

diberikan penjelasan mengenai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 

sebagai data sumber anggaran yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi 

SAIBA pada awal bulan Januari 2016 sebagai saldo awal laporan keuangan 

tahun anggaran 2016. 

Berikut ini merupakan pelaksaan kerja yang dilakukan oleh praktikan 

selama melaksanakan PKL di Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI 

Jakarta. 
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1. Pelaksanaan Kerja pada Urusan Akuntansi dan Pelaporan 

Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh praktikan selama 

melaksanakan PKL pada Urusan Akuntansi dan Pelaporan adalah 

sebagai berikut: 

a. Memasukkan data Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke dalam aplikasi SAIBA 

SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk 

mencairkan dana yang bersumber dari DIPA, sementara SP2D 

(Surat Perintah Pencairan Dana) merupakan bukti persetujuan SPM 

yang telah dibayarkan melalui transfer rekening dari Bank 

Pemerintah (Kas Negara) ke Bank Satuan Kerja (Satker) yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

Praktikan diberikan dokumen sumber berupa SPM dan SP2D 

yang praktikan dapatkan dari staf urusan Akuntansi dan Pelaporan. 

Data dari dokumen ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam 

aplikasi SAIBA. Proses memasukkan data SPM dan SP2D ke 

dalam aplikasi SAIBA yaitu: (a) mengklik aplikasi SAIBA lalu 

pilih transaksi; (b) mengklik daftar SPM dan SP2D; (c) masukkan 

tanggal SPM, nomor SPM, tanggal SP2D, nomor SP2D, KPPN, 

cara bayar, jumlah bayar, kegiatan, output, lokasi, jenis belanja, 
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jenis pembayaran, sifat pembayaran, serta input akun-akun serta 

nominal yang sudah tertera; (d) setelah itu pilih simpan. 

Setelah data SPM dan SP2D tersebut dimasukkan ke dalam 

aplikasi SAIBA maka data tersebut secara otomatis akan 

menghasilkan laporan keuangan. Contoh dari proses memasukkan 

data SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA terdapat pada 

lampiran 10. 

b. Memasukkan data PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke 

dalam aplikasi SAIBA 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan jenis 

penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

Praktikan diberikan dokumen sumber berupa data PNBP yang 

praktikan dapatkan dari staf urusan Akuntansi dan Pelaporan. 

Proses memasukkan data PNBP ke dalam aplikasi SAIBA yaitu: 

(a) mengklik aplikasi SAIBA; (b) mengklik kolom penerimaan; (c) 

memasukkan tanggal, nomor NTB, kode KPPN, nomor NTPN 

(Nomor Transaksi Penerimaan Negara), akun, serta nilai yang 

disetor; (d) setelah itu pilih simpan. 

Setelah data PNBP tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi 

SAIBA maka data tersebut secara otomatis akan menghasilkan 

laporan keuangan. Contoh dari proses memasukkan data PNBP ke 

dalam aplikasi SAIBA terdapat pada lampiran 11. 
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2. Pelaksanaan Kerja pada Urusan Perbendaharaan 

Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh praktikan selama 

melaksanakan PKL pada Urusan Perbendaharaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menulis Surat Setoran Pajak (SSP) dilembar SSP 

Pada awal diberikannya pekerjaan menulis SSP, praktikan 

terlebih dahulu diberikan penjelasan dari staf Urusan 

Perbendaharaan mengenai cara menulis SSP tersebut. 

Praktikan diberikan dokumen sumber berupa daftar jenis 

kegiatan pengeluaran beserta potongan pajak PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) yang sudah 

dihitung sebelumnya oleh staf Urusan Perbendaharaan. Setelah 

selesai ditulis, surat setoran pajak ini kemudian dibayarkan melalui 

bank ataupun kantor pos. Setelah dilakukan pembayaran maka 

dikertas resi pembayaran pajak akan mendapatkan nomor NTPN 

(Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor 

Transaksi Bank) dimana nomor tersebut yang akan dimasukkan ke 

dalam aplikasi Konfimasi dan Koreksi Penerimaan Negara. 

Contoh dari proses penulisan SSP terdapat pada lampiran 12. 

b. Memasukkan data-data pajak yang telah dibayarkan ke dalam 

aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara 

Praktikan diberikan dokumen sumber berupa bukti/resi 

pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelumnya oleh staf 
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Urusan Perbendaharaan melalui Kantor Pos Indonesia. Sebelum 

memasukkan data-data pajak yang telah dibayarkan tersebut ke 

dalam aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara ini, 

praktikan diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai cara 

memasukkan data-data pajak tersebut di aplikasi Konfirmasi dan 

Koreksi Penerimaan Negara oleh staf urusan Perbendaharaan. 

Proses memasukkan data pajak yang telah dibayarkan ini 

dengan cara: (a) mengklik aplikasi Konfirmasi dan Koreksi 

Penerimaan Negara; (b) kemudian pilih data konfirmasi; (c) pilih 

input data; (d) kemudian masukkan kode NTPN, kode NTB, kode 

akun, dan nilai setornya; (e) kemudian pilih simpan. 

Setelah data-data pajak yang telah dibayarkan tersebut 

dimasukkan ke dalam aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

negara maka proses selanjutnya ialah staf Perbendaharaan akan 

lapor ke KPPN dengan membawa soft copy dan hard copy data-

data pajak tersebut dan pihak KPPN akan mengecek daftar-daftar 

pajak, nomor NPWP, dan jumlah pajak yang telah dibayarkan 

tersebut apakah sudah sesuai dengan data yang tertera pada pihak 

KPPN. 

Contoh dari proses memasukkan data-data pajak yang telah 

dibayarkan ke dalam aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara terdapat pada lampiran 13. 
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c. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) di aplikasi SAS 

(Sistem Aplikasi Satker) 

Laporan Pertanggungjawaban dibuat sebagai wujud dari 

pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. 

Praktikan membuat Laporan Pertanggungjawaban ini didampingi 

oleh staf Urusan Perbendaharaan. 

Praktikan diberikan dokumen sumber berupa data-data 

pengeluaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dari staf di urusan 

Perbendaharaan. Proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban 

di aplikasi SAS yaitu (a) mengklik aplikasi SAS; (b) pilih 

bendahara pengeluaran; (c) pilih RUH kwitansi; (d) pilih rekam; 

(e) setelah mengklik rekam kemudian masukkan jenis kegiatan dan 

ouputnya; (f) lalu pilih proses; (g) setelah itu dipilih jenis akun 

mana yang akan kita masukkan dan kemudian masukkan 

nominalnya, nomor bukti, keterangan pembayarannya, kota, 

tanggal, nama penerima, memasukkan nilai nominal pajak, (h) 

kemudian pilih simpan. 

Setelah membuat laporan pertanggungjawaban ini, proses 

selanjutnya ialah laporan pertanggungjawaban ini akan dibawa ke 

KPPN sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

atas uang yang telah dikelolanya. 
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Contoh dari proses membuat Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) di aplikasi SAS terdapat pada lampiran 14. 

d. Memasukkan pungut pajak laporan pertanggungjawaban di aplikasi 

SAS (Sistem Aplikasi Satker) 

Setelah laporan pertanggungjawaban dibuat, maka proses 

selanjutnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban adalah 

memasukkan pungut pajak. Pungut pajak dilakukan agar transaksi-

transaksi yang ada didalam laporan pertanggungjawaban yang 

sudah dibuat sebelumnya dilengkapi dengan proses pungut pajak. 

Praktikan diberikan dokumen sumber berupa data-data pajak 

yang sudah dipungut. Proses menginput pungut pajak di aplikasi 

SAS yaitu (a) klik aplikasi SAS; (b) pilih bendahara pengeluaran; 

(c) pilih RUH transaksi; (d) pilih bulannya; (e) pilih rekam; (f) 

kemudian pilih kode dan jenis transaksinya; (g) kemudian 

masukkan jumlah pajak yang dipungut; (h) lalu klik pilih; (i) 

kemudian masukkan tanggal bukunya; (j) setelah itu pilih simpan. 

Contoh dari proses penginputan pungut pajak di aplikasi SAS 

terdapat pada lampiran 15. 

e. Memasukkan setor pajak laporan pertanggungjawaban di aplikasi 

SAS (Sistem Aplikasi Satker) 

Proses terakhir dalam membuat laporan pertanggungjawaban 

adalah memasukkan setor pajak. Setor pajak ini dilakukan agar 

transaksi-transaksi yang ada dilaporan pertanggungjawaban yang 
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sebelumnya sudah dilakukan pungut pajak telah dilakukan 

pembayaran pajaknya sehingga sudah tidak ada lagi pajak yang 

terhutang dari semua transaksi yang ada di laporan 

pertanggungjawaban. 

Proses menginput setor pajak di aplikasi SAS yaitu (a) klik 

aplikasi SAS; (b) pilih bendahara pengeluaran; (c) pilih RUH 

transaksi; (d) pilih bulannya; (e) pilih rekam; (f) kemudian pilih 

kode dan jenis transaksinya; (g) kemudian masukkan nomor NTPN 

dan NTBnya; (h) lalu klik pilih; (i) kemudian masukkan tanggal 

bukunya; (j) setelah itu pilih simpan. 

Setelah dilakukan proses pungut pajak maupun setor pajak 

maka laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat sudah 

lengkap dan siap untuk dipertanggungjawabkan ke pihak KPPN 

atas uang yang telah dikelola oleh bendahara Kejaksaan Tinggi 

DKI Jakarta. 

Contoh dari proses penginputan setor pajak di aplikasi SAS 

terdapat pada lampiran 16. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan mengalami 

beberapa kendala seperti: 

1. Kendala yang dihadapi oleh praktikan yang berasal dari diri praktikan 

sendiri yaitu: 
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a) Aplikasi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan yaitu 

SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), SAS (Sistem 

Aplikasi Satker), dan aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara merupakan aplikasi yang baru pertama kali praktikan 

gunakan. Sehingga praktikan membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. 

b) Kurangnya pengetahuan praktikan tentang penerapan akuntansi 

pemerintahan secara langsung di instansi pemerintah khususnya 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga praktikan terkadang 

kesulitan memahami tugas-tugas yang diberikan. 

2. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh praktikan yang berasal dari 

orang lain yaitu: 

a) Pegawai pada Sub Bagian Keuangan sibuk dalam pekerjaannya 

masing-masing sehingga praktikan merasa ragu untuk memulai 

interaksi dalam meminta arahan maupun pekerjaan yang dapat 

praktikan kerjakan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala yang Dihadapi 

Adapun cara yang praktikan lakukan dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Cara menghadapi kendala yang berasal dari diri praktikan sendiri, yaitu: 

a) Praktikan meminta arahan ataupun bimbingan kepada pegawai di 

Sub Bagian Keuangan Kejati DKI serta mencari informasi melalui 

internet mengenai cara menggunakan aplikasi SAIBA, SAS, dan 
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aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara agar praktikan 

dapat memahami cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut.  

b) Praktikan  harus menentukan waktu yang tepat untuk berinteraksi 

ataupun bertanya dengan pegawai di Sub Bagian Keuangan Kejati 

DKI. Biasanya praktikan akan bertanya pada saat pegawai sedang 

terlihat senggang. Namun, bila praktikan kesulitan bertanya pada 

seorang pegawai yang sedang sibuk bekerja, praktikan akan aktif 

bertanya kepada pegawai lainnya. Keaktifan praktikan dalam 

bertanya sangat dibutuhkan guna memperlancar pekerjaan 

praktikan. 

2. Sementara itu cara menghadapi kendala yang berasal dari orang lain, 

yaitu: 

a) Masih sedikitnya ilmu praktikan terkait dengan penerapan 

akuntansi pemerintahan menuntut praktikan untuk aktif dalam 

mencari informasi mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada 

praktikan. Membaca kembali buku-buku mengenai akuntansi 

pemerintahan, mencari informasi di internet, dan bertanya 

merupakan cara praktikan dalam mengatasi masalah bila terdapat 

materi tugas yang tidak praktikan ketahui.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Praktik kerja lapangan merupakan suatu kegiatan yang memberikan 

pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa agar dapat 

meningkatkan pemahaman atas ilmu yang telah didapat dibangku 

perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya 

praktik kerja lapangan diharapkan dapat melatih mahasiswa agar mampu 

menghadapi situasi kerja yang sesungguhnya serta mampu bersikap 

terampil, disiplin, tekun, jujur, dan memiliki etos kerja yang tinggi terhadap 

pekerjaan yang sedang dihadapi.  

Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di Sub Bagian Keuangan 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selama dua bulan, maka praktikan 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dipercaya untuk melaksanakan PKL di Sub Bagian Keuangan 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membantu pekerjaan pada bagian 

Urusan Akuntansi dan Pelaporan serta pada Urusan Perbendaharaan. 

2. Praktikan mendapatkan pengetahuan baru mengenai gambaran proses-

proses transaksi keuangan pada instansi pemerintah khusunya pada 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengetahuan baru yang praktikan 

dapatkan seperti proses memasukkan data Surat Perintah Membayar 

(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke dalam aplikasi 
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SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), memasukkan data 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke dalam aplikasi SAIBA, 

menulis Surat Setoran Pajak (SSP), memasukkan data-data pajak yang 

telah dibayarkan ke dalam aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di aplikasi SAS 

(Sistem Aplikasi Satker), menginput pungut pajak di aplikasi SAS, 

menginput setor pajak di aplikasi SAS, serta merekap data surat masuk 

dan surat keluar di Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI 

Jakarta. 

3. Dengan adanya PKL dapat melatih praktikan untuk bersikap disiplin 

atas waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, serta kemampuan 

bersosialisasi dan bekerja sama dengan baik di lingkungan dunia kerja. 

Dengan sikap-sikap ini, praktikan akan mampu menghadapi dunia kerja 

sesungguhnya di masa yang akan datang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan PKL yang telah dilaksanakan oleh praktikan selama dua 

bulan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, maka praktikan ingin memberikan 

saran bagi pihak-pihak terkait: 

1. Bagi Praktikan Selanjutnya 

Adapun saran bagi praktikan selanjutnya, yaitu: 

a. Praktikan selanjutnya diharapkan harus lebih mempersiapkan 

mental serta kemampuan lainnya yang dapat mendukung 

pelaksanaan PKL. Kesiapan praktikan sebelum memulai PKL 
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sangat dibutuhkan guna mempermudah dan mempelancar kegiatan 

PKL. 

b. Praktikan selanjutnya juga harus memahami pengetahuan dasar 

akuntansi sebagai modal dasar yang akan digunakan dalam bekerja 

di Bagian Keuangan. 

c. Praktikan selanjutnya harus lebih aktif lagi dalam bersosialisasi 

dengan pegawai lain ditempat PKL agar dapat beradaptasi dengan 

cepat dan dapat memudahkan praktikan dalam bertanya mengenai 

pekerjaan yang diberikan 

2. Bagi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 

Adapun saran bagi Fakultas Ekonomi UNJ, yaitu: 

a. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat memberikan bimbingan 

atau pembekalan terkait dengan lingkungan PKL dan sikap-sikap 

apa saja yang harus dimiliki mahasiswa selama PKL. Pembekalan 

ini bertujuan agar mahasiswa tersebut lebih memiliki kesiapan dan 

kepercayaan diri dalam melaksanakan PKL. 

b. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat menentukan dosen 

pembimbing sebelum mahasiswa melaksanakan PKL agar 

mahasiswa dapat lebih aktif bertanya dengan pembimbingnya 

mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum, selama, dan 

sesudah melaksanakan PKL. 

3. Bagi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

Adapun saran bagi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yaitu: 
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a. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diharapkan dapat lebih aktif dalam 

memberikan pekerjaan kepada mahasiswa yang sedang 

melaksanakan PKL. 

b. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diharapkan dapat menyediakan 

sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan 

PKL agar pelaksaan PKL dapat terlaksana dengan lebih efektif dan 

efisien. 
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Lampiran 1 – Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 2 – Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan. 
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Lampiran 3 – Surat Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 4 – Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 – Laporan Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 – Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

 
 

Lampiran 7 – Struktur Organisasi Bidang Pembinaan 

 

 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 
 

 
 

Lampiran 8  Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan 

 

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 9  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

 

Sumber: Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 10 – Proses Memasukkan Data SPM dan SP2D ke dalam Aplikasi 

  SAIBA 

 

Sumber: Urusan Akuntansi dan Pelaporan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 11 – Memasukkan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

   ke dalam Aplikasi SAIBA 

 

Sumber: Urusan Akuntansi dan Pelaporan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 12 – Menuliskan Surat Setoran Pajak (SSP) 

 

Sumber: Urusan Perbendaharaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 13 – Memasukkan Data-Data Pajak Yang Telah Dibayarkan ke 

  dalam aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara 

 

 

Sumber: Urusan Perbendaharaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 14 – Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Aplikasi 

SAS 

 

Sumber: Urusan Perbendaharaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 15 – Menginput Pungut Pajak Laporan Pertanggungjawaban 

   di Aplikasi SAS 

 

 

Sumber: Urusan Perbendaharaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 16 – Menginput Setor Pajak Laporan Pertanggungjawaban di 

   Aplikasi SAS 

 

 

Sumber: Urusan Perbendaharaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 2016 
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Lampiran 17 – Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 

 


